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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “Analisis Yuridis
Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:
762/Pdt.G/2010/PA.Jbg Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
94/Pdt.G/2011/PTA.Sby Tentang Plurium Litis Consortium Dalam Perkara
Pembagian Waris”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, bagaimana
pertimbangan dan dasar hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan
PA Jombang serta bagaimana analisis yuridis pembatalan putusan PA Jombang
Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh PTA Surabaya Nomor: 94/ Pdt.G/ 2011/
PTA.Sby.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dalam mengumpulkan data
penelitian ini menggunakan studi dokumenter yaitu pengumpulan data dari berkas
putusan Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg dan putusan Nomor: 94/ Pdt.G/ 2011/
PTA.Sby yang selanjutnya disusun secara deskriptif untuk menggambarkan
secara sistematis mengenai duduk perkara, dasar pertimbangan dan isi putusan,
hasil penelitian kemudian dianalisis menurut hukum positif yang berlaku di
Indonesia.

Penelitian ini berawal dari gugatan penggugat yang merasa hak warisnya
tidak mereka dapatkan sebagaimana mestinya. Penggugat adalah ahli waris dari
Siti Musibah, istrinya. Pewaris wafat dengan meninggalkan harta bersama
dengan Sarman Hadi dan sebagiannya adalah harta waris bagi Sarman serta anak-
anaknya. Dari proses pembuktian, semua bukti menyatakan bahwa setengah dari
harta peninggalan adalah hak gono gini Sarman dan selebihnya hak waris Sarman
dan anak-anaknya. Dari pembuktian tersebut, putusan PA Jombang membagi
harta warisan sebagaimana hukum Islam dengan bagian laki-laki dua kali bagian
perempuan. Namun, PA Jombang kurang cermat, karena menolak eksepsi
tergugat lantaran Wuri Lita Lailatul Mukhlishoh, anak perempuan Sarman yang
berusia 16 tahun tidak dijadikan pihak yang berperkara, tetapi diwakilkan oleh
saudara perempuannya. Putusan PTA Surabaya membatalkan putusan PA
Jombang dengan menggunakan dasar hukum yang lalai digunakan PA Jombang
yaitu, dasar hukum Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomorl Tahun 1974 dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998.
Hakim PTA berpendapat bahwa anak di bawah umur diwakili oleh orang tuanya
yang masih hidup, maka tidak sah perwalian oleh saudara perempuan tanpa ada
putusan pengadilan yang mencabut perwalian orang tua tersebut.

Putusan PTA Surabaya lebih tepat dengan konteks hukum Indonesia karena
menggunakan dasar hukum berupa Undang-undang tentang Perkawinan dan
yurisprudensi, senada pula dengan Kompilasi Hukum Islam dan burgerlijk
wetboek sebagai acuan yang digunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kepada
hakim disarankan untuk lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan
segala kemungkinan yang bisa berakibat fatal terhadap suatu putusan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan
bangsa yang sejahtera, aman tentram dan tertib. Dalam Undang-undang 1945
pasal 1 ayat (3) BAB I UUD 1945 telah dinyatakan dengan jelas tentang bentuk
dan kedaulatan'. Salah satu indikasi negara ini telah memenuhi syarat sebagai
negara berdasarkan atas hukum adalah terbentuknya lembaga-lembaga peradilan
yang netral dan bersih dari campur tangan kekuasaan lainnya.

UUD 1945 melalui pasal 24 ayat (1) dan (2) BAB IX juga menjelaskan
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan veradilan untuk ‘menegakkan hukum “dalam mewujudkan
keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.”

! Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekertaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, 2011),
2.

? Ibid, 23-24



Setelah mengalami perjuangan panjang, akhirnya lahirlah undang-undang
nomor 7 tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dalam Lembaran Negara RI
tahun 1989 nomor 49 yang dinamai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama. Hal ini menjadi tonggak fundamental sejarah
keberadaannya di Indonesia lebih dari satu abad.> Maka Pengadilan Agama akan
lebih mantap dalam menjalankan fungsinya dan para pencari keadilan pun akan
lebih mudah dan konkrit dalam berperkara di Pengadilan Agama.*

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang bersifat absolut dan
relatif. Seperti halnya kewenangan pada lembaga peradilan yang lain,
kewenangan pengadilan agama dibagi menjadi kekuasaan relatif (Re/ative
competentie) dan kekuasaan mutlak atau absolut (Absofute competentic).
Kewenangan relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik
pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya,
cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan meliputi daerah hukumnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan absolut
berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.’

Sebagai lembaga peradilan yang berasaskan hukum Islam, Pengadilan

Agama disebut pengadilan khusus. Hal ini karena Pengadilan Agama mengadili

3 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2007),
180.

4 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, (Jakarta: Pustaka
Kartini, 1997), 15.

3 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),
218-220



perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan.®
Dalam hal ini Pengadilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu
saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di
Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam.’

Aparat penegak hukum di pengadilan agama adalah hakim. Sebagai
penegak hukum dan keadilan, seorang hakim berkewajiban mengikuti dan
memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut dibebankan
kepada hakim pengadilan agama agar dapat memutuskan perkara yang diajukan
kepadanya dengan adil dan benar. Profesi sebagai seorang hakim bukan pekerjaan
yang mudah, karena sangat besar bahayanya ketika hakim memutuskan tanpa
ilmu pengetahuan yang cukup. Rasulullah SAW bersabda yang pada pokoknya
mengandung uraian bahwa hakim ada tiga golongan, satu golongan dimasukkan
ke dalam surga, dua golongan dimasukkan ke neraka.

Hakim yang memegang kebenaran itulah yang dimasukkan ke dalam surga,
hakim yang mengetahui kebenaran namun berbuat curang dalam memutuskan
hukum dalam suatu perkara dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga ketika ia
mengambil keputusan lalu berijtihad, kemudian ijtihadnya benar maka ia berhak

mendapat dua pahala, namun jika salah maka ia mendapat satu pahala®

¢ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
Cet. II, 2007), 5.

TA. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

® Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Bairut: Dar al-Kitab al-* Arabiy, 1971), 399,



Hakim pengadilan agama dalam menjalankan tugasnya hanya berwenang
mengadili perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Pasal 49 UU No.
7 Tahun 1989 menyatakan bahwa jangkauan batas kewenangan pengadilan agama
hanya meliputi perkara perdata-perdata perkawinan, warisan, wasiat, hibah,
wakaf, dan sadaqah berdasar asas personalita ke-Islaman. Kewenangan mutlak ini
yang dikenal dengan istilah kewenangan absolut.’

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan agama, hakim bersifat pasif,
dalam arti hakim hanya akan memeriksa dan mengadili suatu perkara setelah ada
suatu gugatan atau permohonan. Setiap orang yang akan mengajukan perkara di
pengadilan dituntut untuk teliti dan cermat dalam membuat suatu gugatan, baik
kelengkapan para pihak, kejelasan identitas dan kedudukannya dalam perkara.
Suatu gugatan yang tidak lengkap dan diajukan oleh orang yang tidak berhak
akan mengakibatkan gugatan tidak diterima, begitu juga sebaliknya gugatan yang
diajukan, oleh pihak yang berhak namun masih ada_pihak  vang. belum
dicantumkan padahal berhak, juga akan menjadikan suatu gugatan tidak
diterima.'®

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama

adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang

° M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, 101.
'®Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara perdata Di lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana, Cet.V, 2005), 29.



telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Meski ada perubahan dua
kali, yakni UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, tetapi pasal
ini tetap tanpa perubahan. !'

Hal ini dapat dipahami bahwa dalam hukum acara peradilan agama berlaku
asas “lex specialis derogoat lex generalis’. Adapun sumber hukum acara perdata
peradilan agama adalah HIR (Het Herzience Indonesia Reglement), R.Bg
(Rechtsreglement voor de Buitengewsten), UU Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang
NO. 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia, PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) dan SEMA RI (Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta doktrin atau ilmu pengetahuan.'?

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-
1998 juga menyebutkan bahwa dalam gugatan mengenai waris, semua ahli waris
harus dijadikan pihak yang berperkara. Adapun jika ada salah satu pihak yang
masih di bawah umur, yakni tidak cakap melakukan suatu tindakan hukum maka
anak tersebut di bawah perwalian orang tuanya yang masih hidup, sebagaimana

pasal 47 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang

A Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 161-163.
12 g
bid.



tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar
pengadilan."

Setiap penggugat dituntut untuk cermat merumuskan gugatan, hal ini
karena jika terjadi kekurangan pihak maka gugatan akan cacat formil (p/urium
litis consortium), dengan alasan di dalam gugatan tersebut mengandung sebuah
cacat, error in persona. Bagi pihak tergugat yang menemui sebuah cacat formil
dalam suatu gugatan yang ditujukan padanya berhak mengajukan eksepsi
(tangkisan). Tangkisan dalam hal ini harus disertakan bersama-sama dengan
jawaban atas gugatan, seperti dinyatakan dalam HIR, RBG dan Rv sebagai aturan
main yang berlaku juga bagi hukum acara di lingkungan peradilan agama.

Pasal 114 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) menyebutkan bahwa
Pengacara tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan jawaban
mengenai pokok perkaranya bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak
diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok persoalannya ia akan kehilangan hak
untuk mengajukannya'....., sedangkan pasal 136 HIR dan Rbg secara senada
menjelaskan bahwa Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak
tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan
dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan

dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya.’s

13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 2
14 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) Pasal 114
13 R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan, (Bogor: Politea, 1995), 96.



Adapun jika para pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan
Pengadilan agama, maka ia dapat mengajukan upaya hukum banding. Banding di
sini bertujuan untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan
kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian
fakta dan pembuktian. Jika pengadilan tinggi menilai pemeriksaan sudah tepat
dan amar putusan sudah seseuai, maka pengadilan tinggi berwenang menguatkan
putusan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika dalam putusan tingkat pertama
terdapat kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadili, maka
pengadilan tinggi berwenang untuk membatalkan dan mengadili sendiri dengan
yang dianggap benar sebagai koreksi putusan pengadilan tingkat pertama.'®

Dari konsepsi teoritis di atas, ada sebuah kasus yang menarik minat peneliti
untuk diteliti. Kasus tersebut adalah tentang gugatan kurang pihak (p/urium litis
consortimum) dalam perkara pembagian waris di Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor; 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang membatalkan Putusan
Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg.

Gugatan berawal dari para penggugat yakni Sarman Hadi (pewaris) yang
merasa hak warisnya tidak didapatkan sebagaimana mestinya. Sarman Hadi
adalah suami dari Siti Musibah yang telah meninggal dunia. Saat itu keduanya
telah dikaruniai empat orang anak perempuan yakni Siti Musfiroh, Anik

Masrifah, Nuning Ulfiati Dan Wuri Lita Lailatul Mukhlishoh.

1$ M. Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, (Bandung: Balai Pustaka,
1990), 377.



Dengan meninggalnya Siti Musibah, Sarman Hadi merasa berhak mewarisi
karena suami dari Siti Musibah, namun karena ia merasa ditindak semena-mena
dan tidak adil lantaran tidak diberi hak waris sebagaimana mestinya. Hal ini
karena obyek warisan dikuasai oleh para tergugat dengan tanpa menghiraukan
penggugat, padahal penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah menurut
hukum, maka jelas-jelas tindakan yang dilakukan oleh para tergugat adalah
merupakan perbuatan melawan, akhirnya ia mengajukan gugatan ke pengadilan
agama Jombang.

Dalam putusan Pengadilan Agama Jombang, disebutkan bahwa para putri
Sarman hadi sebagai anak kandung dari pasangan Sarman dan Siti musibah
mengajukan eksepsi (tangkisan) kepada penggugat, sebab Wuri Lita Lailatul
Muklisoh tidak dijadikan pihak dan kalaupun masih di bawah umur ada
mekanisme hukumnya tersendiri sebagai subyek hukum yang masih minderjarig
maka tentunya tergugat lebih dari tiga, padahal Wuri Lita Lailatul Mukhlishoh
adalah termasuk subyek hukum pembawa hak dan kewajiban, lebih-lebih obyek
sengketa dimaknai sebagai barang warisan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal
2 ayat (1) KUH Perdata.

Bahkan seharusnya Wuri Lita Lailatul Mukhlishoh menjadi pihak yang
digugat sendiri kalau memang kepentingan dan kedudukan sebagai tergugat dan
dalam tindakan hukum harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah

orang tua yang masih hidup yaitu Sarman Hadi, sesuai dengan Pasal 47 ayat (2)



UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 345 KUH Perdata berbunyi: “Apabila salah
satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak
kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup
terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang
tuanya”

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang Nomor:
7652/Pdt.G/2010/PA.Jbg menyatakan bahwa mengenai penempatan Wuri Lita
Lailatul Mukhlishoh yang belum dewasa dan seharusnya diwakili oleh walinya
yang dalam hal ini adalah orang tua yang masih hidup yaitu Sarman Hadi, Majelis
Hakim berpendapat bahwa Penggugat mendudukkan anak kandungnya yang
belum dewasa, Wuri Lita Lailatul Mukhlishoh sebagai pihak lawan bukan sebagai
pihak Penggugat adalah bukan sebagai kesalahan penempatan pihak.

Hal ini karena sejak almarhumah Siti Musibah meninggal dunia maka Wuri
Lita Lailatul Mukhlishoh telah diasuh dan dipelihara oleh kakak kandungnya,
Anik Masrifah adalah sudah tepat karena essensi dari pengajuan gugatan harta
waris oleh Penggugat adalah mengenai penetapan para ahli waris dan pembagian
tirkah harta waris kepada para ahli waris yang meliputi Penggugat dan seluruh
empat orang anak-anaknya yang termasuk di dalamnya adalah Wuri Lita Lailatul

Mukhlishoh, akhirnya eksepsi para pihak tergugat ditolak oleh majelis hakim

Pengadilan agama Jombang.

' Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg tentang perkara
pembagian waris.
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Tidak puas dengan putusan oleh Pengadilan Agama tersebut para tergugat
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya menilai bahwa tidak ikut sertanya Wuri Lita Lailatul Mukhlisoh
binti Sarman Hadi yang masih berada di bawah umur sebagai subyek hukum
pembawa hak dan kewajiban sebagai ahli waris dan dalam tindakan hukum baik
di dalam maupun di luar pengadilan harus diwakili oleh walinya adalah indikasi
bahwa gugatan penggugat/terbanding cacat formil.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama mendasarkan putusannya pada Pasal 47
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Orang
tua mewakili anak tersebut mengenai segala sesuatu perbuatan hukum di dalam
dan di luar pengadilan”, dan dihubungkan dengan yurisprudensi mahkamah agung
RI nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998 yang menyebutkan bahwa semua
ahli waris harus dijadikan pihak dalam gugatan tersebut, karena dalam hal ini
adalah perkara sengketa pembagian harta waris, sehingga akhimya gugatan
dinyatakan cacat formil dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang

No 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg.'®

Dari beberapa keterangan di atas, jelas bahwa ada perbedaan persepsi antara
Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. dalam

putusan PA Jombang No.762/Pdt.G/2010/PA.Jbg memandang bahwa penempatan

'8 putusan PTA Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA
Sidoarjo Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang pembagian waris.



Wuri bukan sebagai pihak yang berdiri sendiri sebagai gﬁ%@%‘é&gwg hak
yang sama di depan hukum bukan sebagai kesalahan yang menimbulkan cacat
formil. Sedangkan menurut putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
94/Pdt.G/2011/PTA.Sby, justru tidak disebutnya Wuri sebagai subyek sendiri dan
secharusnya di bawah perwalian Sarman Hadi sebagai bapak yang masih hidup
ialah yang menjadi dasar bahwa gugatan dari Sarman Hadi Cacat formil (p/urium
litis consortium).

Berdasarkan pemaparan di atas timbul suatu permasalahan mengapa
Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai
pendapat yang berbeda mengenai eksepsi lantaran gugatan kurang pihak (p/urium
litis consortium). Hal inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk mengkaji
dan menganalisis dalam skripsi yang diformulasikan dengan judul “Analisis
Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:
762/Pdt.G/2010/PA.Jbg Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
94/Pdt.G/2011/PTA.Sby Tentang Plurium Litis Consortium Dalam Perkara

Pembagian Waris”.

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa
terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul

“Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:
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762/Pdt.G/2010/PA.Jbg Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:

94/Pdt.G/2011/PTA.Sby Tentang Plurium litis Consortium Dalam Perkara

Pembagian Waris”, yaitu:

1.

2.

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Perwalian anak di bawah umur dalam perkara waris.

Eksepsi karena gugatan error in persona.

Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).

Dasar dan pertimbangan hakim PA  Jombang Nomor:
762/Pdt.G/2010/PA.Jbg yang dibatalkan oleh PTA Surabaya Nomor:
94/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang plurium litis consortium dalam perkara
pembagian waris.

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu:
Dasar dan pertimbangan hukum Hakim PTA Surabaya yang
membatalkan putusan PA Jombang tentang  plurium litis. consortium
dalam perkara pembagian waris.

Analisis yuridis pembatalan putusan PA Jombang Nomor: 762/Pdt.G/

2010/ PA.Jbg oleh PTA Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas,

dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:



1.
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Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim PTA Surabaya yang

membatalkan putusan PA Jombang?

2. Bagaimana analisis yuridis pembatalan putusan PA Jombang Nomor:

762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh PTA Surabaya Nomor: 94/ Pdt.G/ 2011/

PTA.Sby?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penclitian ini adalah pada dasarnya bertujuan untuk

mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang

pernah  dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan harapan tidak ada

pengulangan materi secara mutlak.

1.

“Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama
Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.
07/Pdt.G/2008/PTA.Sby Dalam Perkara Waris (Telaah terhadapa plurium
litis consortium), Skripsi Nilna Fauzia, NIM: C21205124, Fak. Syari’ah
IAIN Sunan Ampel, 2008.

Dari penelitian tersebut hasilnya adalah bahwa dalam gugatan
penggugat, anak angkat pewaris dan tergugat tidak ditarik sebagai pihak
yang berperkara sehingga gugatan cacat formil plurium litis consortium.
Hal ini jika ditarik dalam kaca mata figh, memang tidak ada secara

eksplisit namun untuk menerapkan keadilan dalam memenuhi hak para
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penggugat dan tergugat, maka semua yang memiliki hubungan hukum
dengan pewaris harus dicantumkan dalam gugatan. Majelis hakim PTA
Surabaya menggunakan mas/ahalh mursalah dalam pola pikir penemuan
hukum di Islam sekaligus /st/shab dalam pembatalan putusannya.

2. “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan
Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA.Sby Oleh Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA.Sby Tentang tergugat tidak
Legal Standing Dalam Perkara Waris”, skripsi Arsya Khaidir Hidayat,
NIM: C31205004, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2010.

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa alasan majelis hakim
PTA Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya yakni
karena dalam gugatan yang diajukan para pihak ke Pengadilan Agama,
terdapat kesalahan identitas yang tidak sesuai dengan pasal 67 UU no. 7
tahun 1989 yakni Sablah yang telah meninggal dunia tetap dijadikan
pibak tergugat V, padahal Sablah sudah tidak memiliki Jegal standing.

Hal ini menyebabkan cacat formil sehingga gugatan tidak diterima.

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini pada prinsipnya akan
membahas mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Meski
telah ada pembahasan dalam penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat

perbedaan, perbedaan tersebut dapat dilihat dari:
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a. Bentuk kajian, penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini

menggunakan kajian normatif berdasarkan pembatalan putusan PA
Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh PTA Surabaya Nomor:

94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

. Obyek kajian yaitu berupa pembatalan putusan Pengadilan Agama

Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh PTA Surabaya Nomor:

94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

. Teknik pengumpulan data yaitu berupa studi dokumenter dan

wawancara kepada hakim PA Jombang dan hakim PTA Surabaya

sebagai data sekunder.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.

Mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang membatalkan

putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg

2. Menganalisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama

Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang pembagian waris.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua

aspek yaitu:

1. Aspek teoritis: sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya di bidang hukum kewarisan menurut hukum positif Indonesia
dan hukum acara perdata yang berkaitan dengan masalah pembatalan
putusan Pengadilan Agama Jombang oleh pengadilan Tinggi Agama
Surabaya tentang plurium litis consortium dalam perkara pembagian
waris.

2. Aspek praktis: dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti
selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan
Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama tentang plurium litis

consortium dalam perkara pembagian waris.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini yakni
“Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:
762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
94/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang plurium litis consortium dalam perkara
pembagian waris”, maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul

tersebut dengan pengertian sebagai berikut.
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1. Yuridis: secara hukum, menganalisis secara hukum positif menurut Undang-
Undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

2. Pembatalan Putusan: pembatalan produk perkara gugatan Pengadilan Agama
oleh Pengadilan Tinggi Agama,'® dalam hal ini Putusan PA Jombang Nomor:
762/Pdt.G/2010/PA Jbg yang dibatalkan oleh Putusan PTA Surabaya Nomor:
94/Pdt.G/2011/PTA Sby tentang pembagian waris.

3. Plurium Litis Consortiunr gugatan yang diajukan kurang pihak (tidak
lengkap), masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau

ditarik tergugat.”’

Berdasarkan definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul
“Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:
762/Pdt.G/2010/PA.Jbg Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
94/Pdt.G/2011/PTA.Sby Tentang Plurium litis Consortium Dalam Perkara
Pembagian' "Waiis” “terbatas  pada “ pembakidsan “ teatang " bagaimana® deskripsi
putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg yang
dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
94/Pdt.G/2011/PTA.Sby, kemudian akan dianalisis dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi mahkamah agung dan

ketentuan hukum acara perdata khususnya dalam HIR, RBG serta Rv.

' Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, 236.
20 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Cetakan IX, Jakarta : Sinar Grafika,
2009), 112.
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H. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya penelitian lapangan
dengan tahapan sebagai berikut :
1. Data yang Dikumpulkan
Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian
ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim PA
Jombang pada putusan Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg dalam memutus
perkara pembagian waris.

b. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim PTA
Surabaya pada putusan Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby dalam
memutus perkara pembagian waris.

¢, Data tentang ketentuan-ketentuan, Undang-Undang Perkawinan No.l
Tahun 1974, yurisprudensi mahkamah agung tentang sengketa waris,
HIR, RBG dan Rv.

2. Sumber Data

Data yang dihimpun bersumber dari:

a. Sumber Data Primer
1. Berkas tentang putusan Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA. Jbg

2. Berkas tentang putusan Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby
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b. Sumber Data Sekunder
Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau
dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas,
diantaranya:
1. M. Yahya Harahap, Hukum acara perdata.
2. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dji lingkungan
Peradilan Agama.
3. M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama.
4. Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumenter
Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan,
dilakukan dengan cara studi dokumenter. Penelitian ini berusaha
mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau
dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dalam
penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi
seperti putusan dan berita acara perkara, buku-buku sekunder,
Undang-Undang yang berkaitan dan dijadikan dasar hukum
hakim Pengadilan Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya tentang plurium litis consortium dalam perkara
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pembagian waris Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg dan Nomor:
94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.
b. Wawancara
Walaupun penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif, penelitian ini juga menggunakan wawancara, akan
tetapi wawancara tersebut hanya sebagai data sekunder.
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung.!
4. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dan dokumentasi.”> Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan
skripsi ini adalah:
a. Teknik Deskriptif Analisis
Menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta
aktual yangv dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan
pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam
hal ini yaitu dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Jombang

dalam perkara pembagian harta waris dan PTA Surabaya, kemudian

2! Mardalis, Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal), (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),
64.

22 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif; (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996),
104.
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dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur
sebagai pisau analisis, schingga mendapatkan suatu kesimpulan.
b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir Deduktif yaitu metode yang diawali dengan
mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan
gugatan, gugatan kurang pibak (p/urium litis consortium), eksepsi, dan
hukum acara, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat
khusus dari hasil penelitian putusan perkara pembagian waris di PA
Jombang yang dibatalkan PTA Surabaya untuk kemudian ditarik

kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini, maka
sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri
dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai
berikut:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

penelitian kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.
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Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis
terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum tentang gugatan
meliputi pengertian gugatan, bentuk-bentuk gugatan, pihak-pihak dalam gugatan,
prinsip-prinsip gugatan, teori membuat gugatan, syarat-syarat mengajukan
gugatan, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai eksepsi yang
meliputi pengertian eksepsi, macam-macam cksepsi dan cara pengajuan eksepsi.

Bab ketiga memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran
umum Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,
deskripsi kasus tentang plurium litis consortium dalam perkara pembagian waris
dan dasar hukum hakim PA Jombang dalam putusan pembagian harta waris
Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg, serta dasar hukum hakim PTA Surabaya dalam
putusan pembagian harta waris Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Bab keempat memuat tentang analisis yuridis terhadap dasar hukum majelis
hakim PA Jombang dalam putusan Nomor: 762/Pdt.G/2010/ PA.Jbg tentang
plurium litis consortium dalam perkara pembagian waris, dan analisis yuridis
terhadap dasar hukum majelis hakim PTA  Surabaya Nomor:
94/Pdt.G/2011/PTA.Sby dalam membatalkan putusan PA Jombang Nomor:
762/Pdt.G/2010/PA.Jbg tentang plurium litis consortium dalam perkara
pembagian waris.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.



BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN DAN EKSEPSI

A. Gugatan
1. Pengertian Gugatan

Pengadilan agama sebagai badan peradilan di bidang perdata memiliki
tugas dan kewenangan menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara.! Pihak
pengadilan agama hanya akan melakukan tugasnya setelah ada pengajuan
permintaan pemeriksaan dari pihak yang merasa haknya dilanggar, sehingga
menjadi sebuah kewajiban bagi setiap pihak untuk mengajukan gugatan
agar memperoleh keadilan.’

Dalam kajian teoritis, gugatan perdata dikenal dengan istilah gugatan
contentiosa, untuk membedakan dengan gugatan voluntaria (permohonan).
Namun di dalam perundangan-undangan istilah yang dipergunakan adalah
gugatan perdata atau gugatan saja.’ Gugatan perdata adalah gugatan
contentiosa yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara

yang pemeriksaan penyelesainnya diberikan dan diajukan kepada

! Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat 1

ZR. Soeparmono, Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi, (Bandung: Mandar Maju, Cet.
11, 2005), 8.

3 Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya, (Jakarta:
Sinar Grafika, Cet. 1,1996) 108.
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pengadilan, dengan posisi para pihak yang mengajukan disebut dan
bertindak sebagai penggugat sedangkan pihak yang ditarik sebagai pihak
lawan disebut dan bertindak sebagai tergugat.*

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan gugatan sebagai sebuah
tuntutan hak yakni tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak
yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting (tindakan
main hakim sendiri) dan di dalamnya terkandung sengketa.®

Sedangkan menurut Cik Hasan Basri, gugatan adalah suatu perkara
yang berisi sengketa atau konflik antar pihak yang menuntut pemutusan dan
penyelesaian pengadilan.® Senada dengan hal tersebut, Mukti Arto
menjelaskan bahwa surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat
kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak dan
di dalamnya mengandung suatu sengketa, sekaligus menjadi dasar landasan
pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.’

Dari uraian pendapat dan konsepsi para ahli hukum dapat dipahami
bahwa gugatan adalah sebuah permohonan yang disampaikan kepada

Pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar

‘M. Yahya Harahap, Hukum Acars Perdata: tentang Gugstan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX, 2009), 47.

% Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 53.

® Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),
229.

7 A. Mukti Arto, Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. VI1I, 2007), 39.
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diperiksa dan diputus di depan pengadilan berdasarkan prinsip keadilan.
Kemudian perkara perdata yang mengandung sengketa ini disebut
Jurisdictio contentiosa atau peradilan sesungguhnya, maka produknya
adalah putusan (vonnis), sedangkan penyelesainya diantaranya
menggunakan hukum acara perdata (Burgelijk Procesrecht atau Civil Law
of Procedure).t
2. Bentuk-bentuk Gugatan

a. Gugatan Tertulis

Pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat 1 R.Bg mengatur tentang gugatan
tertulis. Kedua pasal tersecbut menjelaskan bahwa gugatan harus
diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang
berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu
harus ditandatangani oleh penggugat atau para penggugat.’

Adapun bila perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka
yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya
sebagaimana tercantum dalam pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 147 ayat
1 RBg'” Di samping itu, jika penggugat atau kuasanya kurang

memahami seluk beluk hukum dalam mengajukan gugatan kepada

%Roihan A. Rasyid, Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama (Jakarta: Pedoman
Ilmu Jaya, Cet. VII, 1989), 12.

® M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mabkamah
Syar’jyah di Indonesia, (Jakarta:Kencana, Cet. VII, 2005), 11.
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pengadilan yang berwenang, maka ketua pengadilan berwenang
memberikan nasihat dan bantuan, sebagaimana diatur dalam pasal 119
HIR dan pasal 143 R.bg."!

Retnowulan juga menegaskan bahwa bagi gugatan yang dikuasakan
itu ditandatangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang telah
diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya, maka tanggal pemberian kuasa
harus lebih dahulu dari tanggal surat gugat. Perlu diperhatikan bahwa
surat gugat harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helainya untuk
pengadilan, satu helai untuk arsip penggugat dan ditambah sekian
banyak lagi untuk masing-masing tergugat atau turut tergugat.'?

b. Gugatan Lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara
tertulis sebagaimana yang tercantum dalam pasal 118 HIR dan pasal 142
ayat 1 R.Bg."> Namun Pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat 1 menjelaskan
bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat

diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan lalu Ketua Pengadilan

" Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara perdata Dr lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana, Cet.V, 2005), 27.

"?Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 16.

13 R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri , (Jakarta:Paradnya Paramita, Cet.
IX, 1985), 23.
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mencatat segala hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis.'* Adapun
bila ketua pengadilan karena sesuatu hal tidak dapat mencatat sendiri
gugatan tersebut, maka ia dapat meminta seorang hakim atau panitera
yang ditunjuk oleh ketua untuk mencatat dan memformulasikan gugatan
tersebut schingga memudahkan majelis hakim untuk memeriksanya.'’

Disepensasi ini diberikan oleh aturan perundang-undangan pada
orang yang buta huruf dalam menggugat secara lisan, memiliki tujuan
untuk melindungi dan membantu orang yang buta huruf itu dalam
rangka menuntut hak-haknya dan supaya terhindar dari kesalahan-
kesalahan dalam membuat gugatan. Selain itu, hal ini juga untuk
melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa
atau pengacara, sebab tanpa bantuan pengacara dapat memperoleh
bantuan pertolongan dari ketua pengadilan untuk membuat gugatan
sesuai keinginannya. '®

Dalam memberikan bantuan formulasi gugatan yang disampaikan
secara lisan, ketua pengadilan tidak diperkenankan menyimpang dari

maksud dan tujuan yang diinginkan penggugat.” Maka untuk mengatasi

4 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara perdata, 36.

' Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
Cet. 11, 2007), 67.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdats, 48.

™. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, (Jakarta: Pustaka
Kartini, 1997), 188.
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hal tersebut, ketua pengadilan atau hakim maupun penitera yang
ditunjuk oleh ketua diharapkan mengikuti langkah-langkah yang
ditawarkan oleh Abdul Manan.

Pertama, mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan
yang diinginkan oleh penggugat, lalu diformulasikan dalam surat gugat
yang mudah dipahami bila para pihak membacanya. Kedua, gugatan
yang sudah diformulasikan dalam bentuk surat gugatan itu dibacakan
pada penggugat agar segala hal yang menjadi persengketaan dan
tuntutan yang diinginkan telah sesuai dengan keinginan penggugat.
Ketiga, jika sudah sesuai dengan keinginan penggugat, maka surat gugat
tersebut ditandatangani oleh ketua/hakim yang ditunjuk oleh ketua
untuk menyusun formulasi gugatan itu.'®

3. Pihak-Pihak Dalam Gugatan
Pada dasarnya dalam suatu gugatan itu terdiri sedikitnya dua pihak.
Pertama, pihak penggugat/para penggugat (eiser) yakni seseorang atau
badan hukum yang memilki kepentingan terhadap adanya perlindungan
hukum sehingga mengajukan suatu gugatan. Kedua, pihak tergugat/para
tergugat (gedaagde) adalah seseorang atau badan hukum yang dituntut atau

digugat.'’

'® Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara perdata, 37.

Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata, (Jakarta:
Djambatan,1996), 16.
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Penggugat dapat mengajukan gugatan secara sendiri atau bergabung
dengan orang laun, sechingga lahirlah istilah penggugat 1, penggugat 2, dan
seterusnya. Ada kalanya juga memakai kuasa dan dikenal pula istilah kuasa
penggugat 1, kuasa penggugat 2, dan seterusnya. Hal ini juga berlaku sama
bagi para tergugat. Keadaan tersebut mengindikasikan adanya gabungan
penggugat atau tergugat yang disebut dengan kumulasi subyektif, dalam
arti subyek hukum yang bergabung dalam berperkara.?’

Setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntut,
mempertahankan atau membelanya itu berwenang untuk menjadi pihak
penggugat maupun selaku tergugat (/egitima persona standi in judicio).
Meski demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar gugatannya
dapat diterima, yakni mempunyai kewenangan untuk menjadi pendukung
hak dan memiliki kemampuan untuk bertindak/melakukan perbuatan
hukum. 2! Adapun orang yang tidak mampu melakukan tindakan hukum,
misalnya orang yang belum cukup umur atau belum dewasa, maka harus

diwakili oleh orang tua atau walinya.”?

2 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan, 58.

2 R, Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, (, Jakarta:
Sinar Grafika, Cet. IV, 2004), 11.

22 A. Ridlwan Halim, Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab, (Bogor: Ghalia Indonesia,
Cet. 111, 2005), 23.
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Menurut pasal 330 BW (KUHPerdata) batas umur dewasa adalah 21
tahun. Sedangkan pasal 47 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun
atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
orang tuanya.”* Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam
BAB XV tentang perwalian, pasal 107 ayat 1 disebutkan bahwa perwalian
hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum
pernah melangsungkan perkawinan.?

Oleh karena itu mereka diwakili untuk segala perbuatan hukum di
dalam dan di luar pengadilan oleh orang tuanya. Kemudian yang tidak bisa
melakukan perbuatan hukum yakni mereka yang diletakkan di bawah
pengampuan karena sakit ingatan, para pemboros dan pemabuk.®

Dalam gugatan waris atau hibah, pihak yang menguasai obyek
sengketa disebut tergugat. Adapun pihak yang tidak menguasai obyek

sengketa namun memiliki hak dalam obyek sengketa dan tidak berkenan

menjadi penggugat maka ia menjadi pihak turut tergugat. Hal ini karena

B Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Semarang: Rhedbook Publisher, 2008), 82.

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7.
% Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,
1994), 109.

% Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 70.
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semua orang yang diperkirakan memiliki hak pada obyek sengketa harus
menjadi pihak dalam perkara.”
Prinsip-prinsip Gugatan
Pedoman baku mengenai teknik penyusunan gugatan di peradilan
belum ditemui. Hal ini karena variasi persoalan yang menimbulkan perkara
itu berbeda-beda dan keinginan penggugat atau kuasanya tidak bisa
disamakan, terutama dalam menuangkan redaksional gugatan. Dengan
demikian, hukum acara perdata mempunyai prinsip dasar  dalam
memformulasikan gugatan.?® Adapun prinsip-prinsip dasar dalam formulasi
gugatan di antaranya adalah :
a. Harus Ada Dasar Hukum
Proses pembuatan suatu gugatan bukan hanya sekedar untuk
mencari perkara. Pembuatan gugatan kepada seseorang harus
diketahui terlebih dahulu dasar hukumnya, agar setiap orang tidak
dengan mudah atau bahkan seenaknya mengajukan gugatan ke
pengadilan. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-
undangan, doktrin-doktrin, praktek peradilan atau kebiasaan.”

Gugatan tanpa ada dasar hukum tentu akan ditolak oleh hakim

21 A. Mukti Arto, Praktek perkars Perdats, 42.
% Jeremies Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 4.
» Ibid, 6.
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dalam proses persidangan karena dasar hukum ialah salah satu
pegangan dalam memutuskan perkara secara baik. >
b. Adanya Kepentingan Hukum
Hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum yang dapat
mengajukan gugatan. Adapun orang yang tidak mempunyai
kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu
dari orang atau badan hukum untuk dapat mengajukan gugatan.*'
Hal ini mengindikasikan bahwa kepentingan hukum secara
langsung dan melekat dari penggugat merupakan syarat mutlak
untuk dapat mengajukan gugatan. Adapun orang yang tidak
mampu bertindak hukum meski memiliki kepentingan langsung,
harus diwakili oleh orang lain, misalnya orang yang belum
dewasa, orang yang diletakkan di bawah pengampuan, pemboros
dan pemabuk.*?
¢. Merupakan Suatu Sengketa
Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan
Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan agama yaitu

mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang

30 Abdul Manan, Penerapait Hukum Acara, 17.
3'M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 1996), 21.
32 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, 19.
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bersifat sengketa.”> Akan tetapi, pengadilan boleh memeriksa dan
memutuskan perkara yang tidak ada sengketa hanya jika peraturan
perundang-undangan memberikan wewenang untuk
menyelesaikannya. Tindakan hakim dalam pemeriksaan
pengadilan inilah yang disebut jurisdiction voluntaria, seperti
halnya permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah,
penetapan wali ‘adaldan isbat nikah.>*
d. Dibuat Dengan Cermat dan Terang

Gugatan dalam bentuk tertulis harus disusun dalam surat
gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak maka
akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat
gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan
mencakup segala persoalan yang disengketakan agar mudah
dimengerti. Ketidakcermatan dalam membuat surat gugatan dapat
mengakibatkan gugatan cacat formil berupa error in persona,
misalnya kurang pihak yang digugat (p/urium litis consortum).

Selain itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar juga sangat

3 Gatot Sipramono, Hiikin Peribuktian di Pengadilan Agama, (Banding: Alumni, Cet. I,
1993), 7.
3% Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, 20.
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menentukan sukses tidaknya gugatan dalam persidangan di
pengadilan.®’
e. Memahami Hukum Formil dan Materiil
Hukum acara perdata (Hukun formil) bertujuan menegakkan
hukum materiil. Penguasaan hukum materiil dan formil sangat
menentukan dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan. Hal ini
karena jika terjadi gugat menggugat di pengadilan, maka yang
diperdebatkan adalah mengenai hukum materiilnya. Sedangkan
penguasaan terhadap hukum formil tentu menjadi keharusan
dalam membuat gugatan.®®
Teori Membuat Gugatan
HIR dan R.Bg tidak menyebutkan secara nyata dan rinci bagaimana
semestinya menyusun surat gugatan. Dengan demikian, setiap orang bebas
menyusun dan memformulasikan surat gugatan dengan catatan cukup
memberikan keterangan mengenai kejadian materiil yang menjadi dasar
gugatan. Selain itu, penyusunan surat gugatan juga tergantung selera
masing-masing pembuatnya dan ditentukan pula dari duduk perkara yang

dialami penggugat.’’

3 Jeremies Lemek, Penuntun Membuat Gugatan, 10.
3% Ibid., 1.
37 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Binacipta, 1989), 30.
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Akan tetapi, dalam kajian teoritis hukum acara perdata dikenal
adanya dua cara untuk mengajukan surat gugatan ke pengadilan yang
berwenang :

a. Individvaliserings theorie, teori ini menjelaskan bahwa dalam gugatan
cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang
menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan
tanpa harus menyebutkan kejadian nyata yang menjadi sebab lahirnya
kejadian tersebut.”® Sebagai contoh gugatan tentang hak milik atas
benda maka sejarah adanya pemilikan hak atas benda tidak perlu
dimasukkan dalam gugatan, karena hal itu dapat dikemukakan dalam
persidangan disertai dengan bukti-bukti yang dibutuhkan.

b. Substantiering theorie, teori ini menyatakan bahwa gugatan selain
harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar hukuman, juga
dituntut untuk menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului
dan menjadi sebab munculnya peristiwa hukum tersebut. Misalnya
orang yang menuntut suatu benda miliknya, di dalam gugatan ia tidak
cukup hanya menyebut bahwa dia pemilik sah benda itu, namun juga
dituntut untuk menyebutkan sejarah kepemilikannya, baik karena

membeli, mewaris, hadiah dan se:bagainya.3 o

38 Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil, 17.
3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 55.
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Adapun teori mana yang paling banyak dianut oleh masyarakat
pencari keadilan, maka dapat dilihat dari latar belakang historis
pemberlakuan hukum acara perdata di masa kolonial belanda. Sistem yang
dianut berupa B.Rv menjelaskan bahwa beracara di persidangan harus
dilakukan secara tertulis dan didampingi oleh seorang pengacara/advokat
yang ahli hukum, sehingga surat gugat harus dibuat dengan lengkap,
sistematis dan yuridis. Hal ini sesuai dengan Substantiering theorie.

Di lain pihak, HIR dan R.Bg menyebutkan bahwa proses beracara di
persidangan tidak harus dilakukan secara tertulis, namun secara lisan pun
diperbolehkan dan juga harus mewakilkan pada pengacara. Dengan
demikian, dalam formulasi surat gugatan tidak ada format dan redaksi
khusus yang harus diikuti, tergantung keadaan perkara yang akan diajukan
ke pengadilan. Hal ini senada dengan Individualiserings theorie dan boleh
menganutnya.40
Syarat-syarat Mengajukan Gugatan

HIR dan R.Bg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan,
namun dalam persyaratan mengenai isi gugatan tidak ada ketentuannya.
Pasal 119 HIR/143 R.Bg mengatasi kelemahan ini, yakni dengan memberi
wewenang pada ketua pengadilan untuk memberi nasihat dan bantuan pada

penggugat dalam pengajuan gugatannya. Oleh karena itu, dapat dicegah

“ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, 26.
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gugatan-gugatan yang kudang jelas atau kurang lengkap.*! Meski demikian,
pasal 8 nomor 3 Rv menjelaskan bahwa dalam gugatan harus ada pokok
gugatan yang meliputi :

a. Identitas

Identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat meliputi nama,
pekerjaan dan tempat tinggal. Penyebutan identitas ini harus jelas dan
lengkap. Di samping itu, pihak yang bertindak sebagai penggugat
maupun tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kapasitas dan
kedudukan yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak
sebagai penggugat maupun menggugat pihak mengakibatkan gugatan
mengandung cacat formil.

Cacat formil yang timbul akibat kekeliruan atau kesalahan bertindak
sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai penggugat dikualifikasi
mengandung error in persona. error in persona yang mungkin timbul
dapat diklasifikasi menjadi berikut.

1. Diskualifikasi In Person

Kekeliruan jenis ini terjadi jika yang bertindak sebagai
penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat
(diskualifikasi). Hal ini terjadi karena tidak memiliki hak untuk

menggugat perkara yang disengketakan maupun tidak cakap

4 R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata, 9.
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melakukan perbuatan hukum. Misalnya, ayah bertindak sebagai
penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya, yang bukan
pemilik menggugat pembayaran sewa atau harga barang, atau
tidak cakap hukum seperti anak yang berada di bawah umur atau
perwalian dan ia tak dapat menggugat tanpa bantuan orang tua
atau walinya.

. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat

Bentuk error in persona ini terjadi apabila orang yang ditarik
sebagai tergugat itu keliru (gemis aanhoeda nigheid). Adapun
contohnya yaitu gugatan pada anak di bawah umur atau di bawah
perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya dan
gugatan pada orang yang tidak memiliki status Jegal persona
standi ini judicio (sah, memiliki wewenang bertindak di
pengadilan).

. Gugatan Kurang Pihak (P/urium Litis Consortium)

Kesalahan gugatan ini terjadi bila yang bertindak sebagai
penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, yaitu
masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat
atau ditarik tergugat namun tidak disebutkan dalam gugatan. Oleh
karena itu kesalahan p/urium litis conmsortium berarti gugatan

yang diajukan kurang pihaknya.
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Apapun bentuk kekeliruan yang ada dalam gugatan, semuanya
memiliki akibat hukum berupa gugatan dinggap tidak memenuhi
syarat formil schingga dikualifikasi mengandung cacat formil.
Akibat selanjutnya adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat
diterima (aietontvankeljke verklaard).**

b. Fundamentum Petendi (posita)

Posita yakni dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan
hukum yang merupakan dasar tuntutan. Dalam fundamentum petendi ini
terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan kejadian atau
peristiwa hukum (feitelijke gronden) dan bagian yang menguraikan
tentang dasar hukum (rechtelifke gronden). Uraian kejadian di sini
adalah penjelasan duduk perkara mengenai adanya hak atau hubungan
hukum yang menjadi dasar yuridis suatu tuntutan.*

Secara garis besar posita harus memuat objek perkara yang
disengketakan, fakta hukum berupa hal-hal yang menyebabkan
timbulnya sengketa, kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu suatu rumusan
mengenai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, uraian kerugian
yang diderita penggugat dan terakhir, kaitan yang jelas antara petitum

dengan posita.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 112-113.
4 Abdul Manan, Penerspan Hukum Acara, 29.
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c. Petitum atau tuntutan

Tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar
diputuskan oleh hakim, sehingga tuntutan ini akan terjawab di dalam
amar atau dictum putusan dan sesuai pasal 8 Rv ini harus dirumuskan
secara jelas dan tegas. Adapun tuntutan yang tidak jelas atau kurang
sempurna bisa meyebabkan tidak diterimanya tuntutan. Begitu juga
gugatan yang isinya berupa pernyataan-pernyataan yang bertentangan
satu sama lain (obscuur libel) menyebabkan ditolaknya gugatan.

Dalam praktek hukum acara perdata, sebuah tuntutan dapat dibagi
menjadi tiga :

1. Tuntutan primer yakni tuntutan pokok yang langsung berhubungan
dengan pokok perkara.

2. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok namum masih ada
kaitannya dengan pokok perkara. Sebagai contoh tuntutan agar
tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, tuntutan agar
putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meski ada perlawanan,
banding atau kasasi, tuntutan nafkah bagi istri dalal perkara cerai
gugat, dan sebagainya.

3. Tuntutan subsidair atau pengganti. Tuntutan ini selalu hadir sebagai
pengganti jika hakim berpendapat lain. Dalam praktek biasanya

tuntutan subsidair berupa tuntutan agar hakim mengadili menurut
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keadilan yang benar atau mohon putusan yang seadil-adilnya (2equo
et bono). Adanya gugatan ini adalah jika tuntutan primair ditolak,
masih ada kemungkinan dikabulkan gugatan yang didasarkan atas
kebebasan hakim dan keadilan.*

Ketententuan sebagaimana disebutkan pasal 8 ayat 3 Rv dikenal
dengan syarat substansial, sedangkan syarat formal gugatan dalam praktek
peradilan mensyaratkan pencantuman tempat dan tanggal pembuatan, diberi
materai secukupnya dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.
Adapun jika gugatan dibubuhi cap jempol, maka perlu dilegalisasi oleh

kepaniteraan pengadilan yang bewenang terlebih dahulu.*

B. Eksepsi
1. Pengertian Eksepsi

Eksepsi atau exception berarti pengecualian. Menurut R.Supomo,
eksepsi adalah tangkisan, bantahan atau pembelaan yang diajukan tergugat
terhadap materi gugatan penggugat.*®

Eksepsi diajukan penggugat menyangkut hal-hal yang menjadi syarat-
syarat atau formalitas gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran

formil dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan dari

“ A. Ridiwan Halim, Hukum Acaia Perdata, 42.
* Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil, 20.
% R. Supomo, Hukum Acara Perdata, 48.
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eksepsi adalah majelis hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa
lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara dengan menjatuhkan putusan
negatif, sehingga gugatan tidak dapat diterima (miet ontvankelijk
verklaard)."’

2. Macam-macam Eksepsi
a. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)

Eksepsi ini berdasarkan hukum acara, yakni jenis eksepsi yang
berkaitan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan
mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah,
dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi
prosesual dibagi menjadi dua yaitu:

1. Eksepsi tidak berwenang mengadili yang sifatnya absolut
(exceptie van onbeveogheid/Eksepsi Kewenangan Absolut))
adalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang
bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang
berwenang mengadilinya. 48

2. Eksepsi tidak berwenang mengadili yang bersifat relatif (Eksepsi
Kewenangan Relatif) yang dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv

indikatormya pada : pertama, domisili dari tergugat (actor

“"M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdats, 418.

% M. Romdlon, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Surabaya: Fakultas Syari’ah IAIN
Sunan Ampel, Cet. 1. 1998), 30.
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sequitur forum rei). Kedua, hak opsi dari penggugat, di mana
tergugat terdiri dari beberapa orang. Ketiga, tanpa hak opsi, di
mana tergugat terdiri dari debitur dan penjamin, maka tidak
dapat diajukan ke Pengadilan Negeri penjamin.

Keempat, tempat tinggal penggugat, jika tergugat tidak
diketahui tempat tinggalnya. Kelima, forum re;s sitae dengan hak
opsi yaitu objek semgketa benda tidak bergerak terdiri dari
beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum
Pengadilan Negeri yang berbeda, penggugat dibenarkan untuk
mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan. Ke enam,
domisili hukum pilihan yang disepakati penggugat dan tergugat

dalam perjanjian.*

b. Eksepsi Prosesual di Luar Kompetensi Relatif

Eksepsi prosesual di luar kompetensi relatif terdiri atas:

. Eksepsi surat kuasa khusus atau bjjzondere schrificlijke machtiging,

tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi unsur formil. Hal ini
karena menurut Pasal 123 ayat (1) HIR, Putusan MA No. 1712
K/Pdt/1984 dan SEMA No. 1 Tahun 1971 serta SEMA No. 6 Tahun
1994 surat kuasa khusus harus memuat secara jelas secara spesifik

kehendak untuk berperkara di pengadilan tertentu sesuai dengan

® Ibid, 31.



kompetensi relatif, identitas para pihak yang berperkara, menyebut
secara ringkas dan konkret pokok perkara serta objek yang
diperkarakan, mencamtumkan tanggal serta tanda tangan pemberi
kuasa, surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang.

2. Eksepsi error in persona yaitu eksepsi karena yang bertindak sebagai
penggugat bukan orang yang berhak atau eksepsi diskualifikasi, yang
ditarik sebagai tergugat keliru (Lihat Putusan MA No.601 K/Sip/1975)
dan orang yang ditarik sebagai penggugat tidak lengkap atau kurang
atau exceptio plurium litis consortium.

3. Exceptio res judicata atau ne bis idem yaitu suatu kasus perkara telah
pernah diajukan kepada pengadilan dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.>

4. Exceptio Obscuur Libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang
atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal
ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok
gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi
kepentingan beracara (process doelmatigheid).

Dalam praktik, eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) diantaranya
berbentuk, pertama, tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, kedua,
tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutnya batas-

batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan

0 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 436-439.
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setempat, tidak disebutnya letak tanah dan tidak samanya batas dan
luas tanah dengan yang dikuasai tergugat, ketiga, petitum gugatan
tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara
posita dengan petitum.’!
c. Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie)
Berdasarkan pendakatan teoritis, terdapat beberapa macam eksepsi
hukum materil, yaitu :

1. Exceptio Dilatoir, yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk
diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti
gugatan yang diajukan masih terlampaui dini.

2. Exceptio Peremptoir, yaitu eksepsi yang berisi sangkalan, yéng dapat
menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat
diperkarakan. Sangkalan tersebut karena, pertama, gugatan sudah
kadaluwarsa (sesuai Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUH Perdata) yang
dapat dilihat dalam Putusan MA No. 707 K/Sip/1972. Kedua, peristiwa
bukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan
(exceptio doli mali dan exceptio metus). Ketiga, objek gugatan bukan
kepunyaan penggugat, melainkan tergugat atau orang lain (exceptio
domini). Keempat, gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang

sedang diperiksa oleh pengadilan (exceptio litis petendis)>*

5! Ibid, 448.
32R. Subekti, Hukum Acara Perdata, 60.
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3. Cara Pengajuan Eksepsi
Cara pengajuan berkenaan dengan ketentuan kapan eksepsi
disampaikan dalam proses pemeriksaan. Cara ini dibagi menjadi :
a. Cara mengajukan eksepsi kewenangan absolut (Exceptio
diclanatoin)

Pertama, dapat diajukan setiap saat selama proses
pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama. Pengajuannya
tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam
segala tahap proses pemeriksaan.

Kedua, secara Ex-Officio hakim harus menyatakan diri tidak
berwenang, jika cukup alasan objektif bahwa perkara yang
digugat masuk dalam yuridiksi absolut lingkungan peradilan lain.
Ketiga, dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi. Ketiga
langkah tersebut sesuai dengan Pasal 134 HIR dan pasal 132 Rv.

b. Cara Mengajukan Eksepsi Kewenangan Kompetensi Relatif
(Relative Competentie)

Pasal 125 ayat 2 dan pasal 133 HIR mengatur tentang bentuk
dan saat pengajuan ecksepsi relatif. Berdasarkan pasal-pasal
tersebut, dapat dipahami bahwa: pertama, eksepsi jenis ini dapat

diajukan secara lisan maupun tertulis. Kedua, saat pengajuan
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eksepsi kompetensi relatif harus disampaikan pada sidang pertama
dan bersamaan dengan jawaban pertama atas gugatan.5 3
c. Caradan Saat Pengajuan Eksepsi Lain

Pasal 136 HIR menyatakan bahwa Eksepsi (tangkisan) yang
dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak
berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-
sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-
sama dengan pokok perkara. Senada dengan hal tersebut, pasal
114 Rv menyatakan bahwa eksepsi harus diajukan pada jawaban
pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara,

tidak berbeda dengan pengajuan eksepsi kompetensi.**

%3 Roihan A. Rasyid, Hukim Acara Peradilan, 110.
54 R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II,
2011), 72.
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PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG
NOMOR:762/PDT.G/2010/PA.JBG DAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA NOMOR: 94/PDT.G/2011/PTA.SBY

A.Keberadaan Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Pengadilan Agama Jombang
Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga Peradilan Agama yang
berkedudukan di kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan
Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu antara orang-orang yang
beragama Islam di Indonesia.’
a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Jombang
Kompetensi relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama
sesuai dengan daerah hukumnya.’ Wilayah hukum Pengadilan Agama
Jombang meliputi 21 Kecamatan yang terdiri dari 306 Desa/Kelurahan.?

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Jombang

! A. Basiq Dijalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 146.

2 A. Mukti Arto, Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. VII, 2007), 44.

3Pengadilan Agama Jombang, “Wilayah Yuridiksi” dalam
http://www.pajombang.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=78(12
Jumi 2012).

48
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Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Jombang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan

Perkawinan ini di antaranya meliputi izin poligami,
pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai
pencatat nikah, pembatalan perkawinan, harta bersama, penguasaan
anak, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian,
pencabutan kekuasaan wali, penunjukkan orang lain sebagai wali oleh
pengadilan, ganti rugi terhadap wali, 7sbar nikah, dispensasi kawin,
wali ‘adal.

b. Waris, kewenangannya terdiri dari penentuan ahli waris, harta
peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, pembagian harta waris
tersebut.!

c. Wasiat.

d. Hibah.

e. Wakaf.

f. Shadaqoh, dan

g. Ekonomi syari’ah.’

*A. Basiq Djalil, Peradilan Agama, 150-151.
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2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Jika keadilan belum dirasakan oleh salah satu pihak dalam persidangan,
maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatannya atas putusan hakim di
pengadilan tingkat pertama agar dapat diperiksa kembali oleh Peradilan yang
lebih tinggi. Upaya hukum tersebut disebut banding, yang dalam lingkungan
Peradilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama.®
Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai
gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium) yang terjadi di Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan
pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi Jawa
Timur, yakni kota Surabaya.
a. Kompetensi Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding,
Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
b. Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi

wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama yang

* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

SSulaikan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2006), 173.
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berada di Jawa Timur, termasuk juga wilayah di Madura yaitu Pengadilan
Agama Sampang, Pengadilan Agama Bangkalan, Pengadilan Agama
Pamekasan, Pengadilan Agama Sumenep, dan pulau Bawean yaitu

Pengadilan Agama Bawean.’

B. Deskripsi Kasus Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Pembagian Waris di
Pengadilan Agama Jombang
1. Duduk Perkara Kasus Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Pembagian
Waris di Pengadilan Agama Jombang
Kasus yang penulis teliti kali ini berawal dari gugatan yang diajukan

penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Jombang 15 April 2010 dan
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan Register
Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg tanggal 15 April 2010. Gugatan ini
selanjutnya dilakukan perubahan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2010
sebelum surat gugatan dibacakan oleh Majelis Hakim. Dalam kasus
pembagian waris tersebut pihak yang menggugat adalah Sarman Hadi.
Penggugat ini menguasakan gugatannya pada kuasa hukumnya yakni
Mohammad Hani, S.H., Mohamad Sholahudin, S.H. dan Lilik Yulianto, S.H.

Adapun pihak-pihak yang dijadikan tergugat adalah Siti Musfiroh Binti

Sarman Hadi sebagai tergugat I, Anik Masrifah Binti Sarman Hadi sebagai

"Pengadilan Tingi Agama Surabaya, “Profil Institusi”, dalam http://www.pta
surabaya.go.id/index.php/profil-institusi/wil-yur (12 Juni 2012).
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tergugat II, Nuning Ulfiati Binti Sarman Hadi sebagai tergugat III. Selain itu,
tergugat II juga mewakili Wuri Lita Lailatul Muklisoh Binti Sarman Hadi
sebagai adik perempuannya yang berumur 16 tahun dengan kata “dan atau”.
Kemudian pihak-pihak tergugat menguasakan kepada kuasa hukumnya yaitu
Mohammad Siswoyo, S.H., Mohammad Saifuddin, S.H. dan Syahbiyan Alam
Saputra, S.H.®

Pengajuan gugatan tersebut pada pokoknya berisi hal-hal sebagai
berikut:

Bahtera rumah tangga antara Siti Musibah (Pewaris) dengan Sarman
Hadi (Penggugat) telah dikaruniai empat orang anak yaitu Siti Musfiroh
(Tergugat I), Anik Masrifah (Tergugat IT), Nuning Ulfiati (Tergugat IIT), Wuri
Lita Lailatul Muklisoh. Hingga meninggalnya Siti Musibah (almarhumah)
pada tanggal 23 Maret 2003, selain meninggalkan para ahli waris tersebut,
juga meninggalkan harta bersama (gono-gini) antara pewaris dengan
penggugat, dan harta peninggalan lainnya, yang belum pernah dibagi waris.

Ada dua obyek warisan yang disengketakan oleh para pihak yaitu
pertama, sebidang tanah sawah dengan letter C nomor 424 persil 44 S, kelas
desa II, seluas 180 RU yang terletak di Dusun Plembon, Desa Mojokrapak,
Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang dan kedua, sebidang tanah

sawah dengan letter C nomor 515 persil 4 S, kelas desa II, seluas 137,25 RU

®Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg, hal. 1-2.
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yang terletak di Dusun Sugihwaras, Desa Mojokrapak, Kecamatan
Tembelang, Kabupaten Jombang.

Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum, maka ia berhak
mendapatkan harta warisan. Namun pengugat merasa tidak diperhatikan
haknya sebab dikuasai oleh para tergugat, padahal penggugat telah berusaha
menyelesaikannya secara damai tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu,
penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jombang untuk membagi
harta warisan sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang
berlaku.

Di samping itu, untuk meminimalisir agar gugatan tidak sia-sia setelah
dikabulkan dan menjaga obyek warisan tidak dialihkan para tergugat pada
pihak pihak, maka penggugat memohon sita jaminan (Conservatoir Beslag).
Kemudian, agar tidak terjadi keterlambatan atau penundaan putusan yang
telah /nkracht Van Gewisjde untuk dilaksanakan, maka penguggat memohon
hukuman uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000,- setiap hari
keterlambatan bagi para tergugat pada mejelis hakim Pengadilan Agama
Jombang.’

Berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, para tergugat
menyampaikan jawabannya melalui eksepsi dan konvensi yang pokok-

pokoknya adalah sebagai berikut:

® Ibid,, 3-5.
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Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, hanya tergugat II
dan tergugat III melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban secara
tertulis dengan eksepsi dan konvensi yang dalam pokok-pokoknya
menyatakan sebagai berikut :

Gugatan penggugat mengandung cacat formil. Hal ini dapat
disimpulkan dari dua sebab, pertama, kesalahan menempatkan subyek.
Penggugat dalam gugatannya tidak mengikut-sertakaan Wuri Lita Lailatul
Muklisoh binti Sarman Hadi. Padahal sebagai anak dari pasangan Sarman
Hadi dan almarhumah Siti Musibah, ia termasuk subyek hukum pembawa hak
dan kewajiban. Seharusnya ia diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup
sebagai walinya, karena memang ia masih di bawah umur. Kedua, kurangnya
subyek hukum dalam gugatan. Wakidi sebagai pihak yang mengerjakan dan
menguasai tanah secara de fakto serta Muji yang mengaku sebagai pembeli
sebagian tanah, tidak ditarik sebagai pihak yang berpekara dalam gugatan ini.

Dalam konvensi tergugat II dan III menolak seluruh dalil-dalil gugatan.
Kedua tergugat ini menyangkal jika penggugat dengan Siti Musibah masih
memiliki harta bersama yang belum dibagi waris. Setelah Siti Musibah
meninggal dunia, penggugat telah menikah lagi dengan Luluk, bahkan saat ini
telah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi sebelum menikah lagi, harta-harta
baik harta asal maupun harta bersama penggugat dengan almarhumah Siti

Musibah telah habis dibagi semuanya.



55

Adapun harta tersebut adalah tanah sawah seluas 180 ru yang saat ini
dijadikan obyek sengketa ke satu, 30 ru dimiliki penguggugat dan telah dijual
pada Suryanto tahun 2004, sedang sisanya menjadi hak bersama anak-anak
penggugat dengan almarhumah Siti Musibah. Kemudian obyek sengketa
kedua berupa tanah sawah seluas 2436 m2 telah menjadi hak keempat putri
almarhumah dan pengugat. Semua itu dalam surat pernyataan kesepakatan
yang ditanda-tangani oleh penggugat dan tergugat juga dikuatkan oleh kepala
desa.

Selain itu, di dalam konvensi kedua tergugat ini juga menolak
pernyataan penggugat yang menyatakan tanah waris tersebut belum dibagi
secara merata oleh pewaris dan telah dikuasai secara sepihak oleh para
tergugat. Padahal fakta hukum menurut para tergugat, tanah seluas kurang
lebih 2436 m2 yang dijadikan obyek sengketa kedua, sudah menjadi hak
keempat putri almarhumah Siti Musibah dengan penggugat. Kemudian semua
sudah berjanji sudah tidak akan mengadakan gugatan dan tidak akan
mengganggu gugat kesepakatan dan pembagian tanah sawah tersebut, maka
sudah tidak ada harta peninggalan yang menjadi obyek warisan tersebut.

Lebih dari itu, di dalam rekonvensi, kedua anak perempuan Sarman
Hadi ini menyatakan bahwa bapaknya telah melakukan perbuatan hukum
yang merugikan. Hal ini karena Sarman Hadi telah menjual tanah seluas 40 ru

dari obyek sengketa ke dua. Padahal tanah sawah tersebut milik anak-anak
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perempuannya bersama almarhumah. Dengan demikian jual beli tersebut
tidak sah dan batal demi hukum. Simpul dari perlawanan anak-anak
perempuan Sarman Hadi ini memohon agar majelis hakim menerima eksepsi
dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.'

Berdasarkan jawaban tertulis yang disampaikan kedua tergugat,
penggugat menyangkal semua dalil mereka. Di samping bertahan dengan dalil
awal gugatan, ia menambahkan bahwa Wuri Lita Lailatul Muklisoh memang
subyek hukum pembawa hak dan kewajiban, namun lan‘taran masih di bawah
umur maka tidak dapat menjadi subyek hukum yang berdiri sendiri. Kemudian
sangat tidak mungkian ia berada di bawah perwalian Sarman Hadi.

Hal ini karena ia tidak patuh terhadap Sarman Hadi dan cenderung
menuruti tergugat II lantaran telah lama hidup bersamanya. Berkaitan dengan
surat kesepakatan, Sarman Hadi menyatakan bahwa kesepakatan itu banyak
merugikan haknya, bahkan dibuat lalu ditandatangani dengan terpaksa dan
akal licik yang memanfaatkan keadaan penggugat. Selanjutnya tentang harta
gono ginim belum pernah dibagi hingga saat diperkarakan di muka pengadilan
dan tidak pernah diperjualbelikan pada Muji."!

Para tergugat juga membatah dalam replik semua dalil penggugat yang

pada pokoknya berisi tambahan. Di antaranya yakni para tergugat membantah

" wid, 7-10.
" Ibid, 12-15
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bahwa harta gono gini belum habis dibagi. Hal ini karena dengan menikahnya
Sarman Hadi dengan Luluk maka sangat tak logis jika baru sekarang
menggugat harta warisan. Di samping itu, antara pengugat dan para tergugat
telah terjadi kesepakatan yang ditandatangani penggugat dan sah bahkan
mengikat. Kemudian keterangan tergugat I yang menguatkan dalil pengugat
scharusnya tidak dipertimbangkan, sebab tidak disampaikan dalam
persidangan dan bertentangan dengan asas hukum acara.'?
. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam
Pembagian Harta Waris

Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan
penggugat mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat
diterima. Majelis hakim pengadilan agama Jombang berpendapat bahwa
penggugat mendudukkan anak kandungnya yang belum dewasa, Wuri Lita
Lailatul Muklisoh sebagai pihak lawan bukan sebagai pihak Penggugat adalah
bukan sebagai kesalahan penempatan pihak. Hal ini karena sejak almarhumah
Siti Musibah meninggal dunia Wuri Lita Lailatul Muklisoh telah diasuh dan
dipelihara oleh kakak kandungnya (tergugat II). Tindakan itu sudah tepat
lantaran esensi dari pengajuan gugatan harta waris ini ialah tentang penetapan

ahli waris dan pembagian tirkah harta waris.

12 1bid, 17-19
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Sedangkan cacat formil karena kurangnya subyek hukum dalam
gugatan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut hanya
dilakukan terhadap salah satu obyek sengketa harta waris bukan keseluruhan.
Selain dari yang diajukan eksepsi oleh tergugat II dan III tersebut, bukan
merupakan sengketa hak milik dan menjadi kewenangan pengadilan Agama.
Adapun Wakidi, suami Tergugat I adalah bukan merupakan pihak dalam
perkara ini karena hanya menggarap sawah dari obyek sengketa harta waris.
Oleh karena itu gugatan Penggugat yang tidak menarik Wakidi sebagai pihak
adalah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak.'

Penggugat dan para tergugat dibebani pembuktian atas apa yang

mereka dalilkan dalam persidangan. penggugat telah mengajukan 4 alat bukti
dan 3 orang saksi yang terkait dengan keberadaan harta waris antara
almarhumah dengan penggugat. Sedangkan para tergugat telah mengajukan 4
bukti dan 2 orang saksi, namun tidak semua bukti yang diajukan ke
persidangan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.'

Saksi-saksi penggugat yakni Supriyo, Seger Sakur maupun Sunarno

dalam kesaksiannya mengetahui bahwa selama Sarman Hadi dan Siti Musibah

menjadi istri telah dikaruniai empat orang anak perempuan, masing-masing

Bbid., 30-31.
" bid., 20-28.
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bernama Siti Musfiroh, Anik Masrifah, Nuning Ulfiati dan Wuri Lita Lailatul
Muklisoh, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Berkaitan dengan obyek sengketa yakni Supriyo dalam kesaksiannya
mengetahui bahwa obyek sengketa pertama adalah harta bersama yang
dimiliki oleh Sarman Hadi dan almarhumah. Hal ini dikuwatkan oleh Seger
Sakur. Kemudian, keduanya juga mengetahui bahwa obyek sengketa yang
kedua semula 170 ru dan telah dijual pada Supriyanto seluas 32,75 Ru. Maka
keterangan tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim. Selain itu, terhadap
sisa tanah seluas 137,25 ru yang menjadi obyek sengketa kedua, majelis
hakim menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut.

Penggugat juga mengajukan bukti berupa surat. Namun hanya bukti
surat kematian almarhumah yang dapat dipertimbangkan hakim. Adapun
bukti surat keterangan obyek sengketa waris, bukti tersebut bukan merupakan
akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, karena dibantah oleh
kuasa hukum tergugat II dan IIl. Maka bukti tersebut merupakan bukti
permulaan yang perlu dididukung oleh alat bukti lain. Begitu juga dengan alat
bukti keterangan wajib iuran atas tanah.

Bukti yang diajukan tergugat berupa surat keterangan kesepakatan,
majelis hakim menyatakan hal itu identik dengan hibah. Karena penggugat
merasa terpaksa, merasa dirugikan dan keberatan setelah menjual sebagian

sawahnya, maka perjanjian ini oleh majelis hakim dinilai melanggar hukum
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dan alat bukti tersebut ditolak. Sedangkan bukti berupa kuitansi berupa tanda
terima uang muka jual beli tanah dan SPPT, majelis hakim menilai itu bukan
merupakan bukti mutlak atas hak kepemilikan suatu barang tidak bergerak,
tapi bukti pembayaran pajak, sehingga harus ditolak."”

Bukti yang diajukan tergugat berupa pernyataan para saksi yaitu
Fatihul Huda, dan Abdul Ghofar. Ketiga saksi tersebut pada pokoknnya
menjelaskan tentang kematian Siti Musibah, telah dikaruniai empat orang
anak, telah memiliki harta bersama sebagaimana dua tanah yang menjadi
obyek sengketa dan mengetahui langsung adanya kesepakatan. Semua
perasksian tersebut dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim. '

Dengan tidak diterimanya eksepsi dari para tergugat, maka majelis
hakim Pengadilan Agama Jombang menetapakan Sarman Hadi beserta empat
orang putrinya sebagai ahli waris dari harta waris atas meninggalnya Siti
Musibah. Kemudian juga memutuskan pembagian waris dengan rincian,
Pertama, Sarman Hadi mendapat separuh harta gono gini dan seperempat
bagian. Kedua, adapun keempat putri pasangan Sarman Hadi dan Siti
Musibah, dua pertiga bagian dari harta waris serta mereka bersekutu dalam

dua pertiga bagian tersebut.'’

15 Ibid, 33-36.
1 1bid., 38.
" Ibid., 44-45.
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C. Deskripsi Kasus Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Pembagian Waris di
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Duduk Perkara Kasus Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Pembagian
Waris di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Kasus ini berawal dari upaya banding yang dilakukan oleh pembanding
yang semula adalah tergugat. Perkara ini terdaftar di Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dengan Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Dalam menyelesaikan perkara pembagian waris tersebut, Pengadilan
Tinggi Agama dalam putusannya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby
memberikan dasar hukum, pertimbangan hukum dan alasan hukum sendiri.
Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan
Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA..Tbg.18

2. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pokok masalah dalam putusan tersebut adalah mengenai eksepsi dari
para pembanding (semula tergugat) bahwa gugatan penggugat cacat formil
karena dalam gugatan tidak menyertakan Wuri Lita Lailatul Muklisoh binti
Sarman Hadi sebagai ahli waris yang berdiri sendiri.

Hakim Pengadilan Agama Jombang dan Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya berbeda pendapat dan berbeda juga dasar hukum yang
digunakan oleh keduanya. Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi

Agama adalah:

"®putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby, hal. 4.
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Keberatan Para Tergugat / Pembanding tentang eksepsi tersebut patut
untuk dipertimbangkan. Hal itu karena ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2)
Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kuasa
penuh pada orang tua dari anak yang di bawah umur untuk mewakili si anak
secara moril, artinya orang tua mewakili semua kehendak si anak baik di dalam
maupun di luar Pengadilan. Juga materiil, artinya semua hak-hak si anak
tentang harta bendanya juga masih dalam kekuasaan orang tuanya kecuali
karena suatu hal, kekuasaan tersebut telah dicabut berdasarkan keputusan
Pengadilan.'®

Adapun alasan penggugat/terbanding tidak menyertakan anak yang
masih dalam kekuasaannya dalam gugatan adalah karena sejak lama anak
tersebut telah diasuh oleh saudara kandungnya sehingga cukup diwakili oleh
saudara kandungnya, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya
bukanlah alasan yang benar menurut hukum. Hal ini karena saudara kandung
sama sekali tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mewakili kepentingan
saudaranya yang masih di bawah umur baik di dalam maupun di luar
Pengadilan, sepanjang orang tua si anak masih hidup. Kecuali bila ada putusan
pengadilan yang memberi hak kepada saudara kandung untuk mewakili

saudaranya.

¥ wid, 5.
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Penggugat/terbanding tidak menyatakan sekaligus dalam gugatannya
bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai wakil atau kuasa penuh atas
anaknya yang masih di bawah umur. Sedangkan tergugat II/pembanding I
sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai wakil atau
kuasa dari saudaranya yang masih di bawah umur. Dengan demikian, dalam hal
ini anak yang bernama Wuri Lita Lailatul Muklisoh umur 16 tahun sama sekali
tidak terwakili kepentingan hukumnya dalam perkara ini.

Selain menggunakan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Perkawinan
sebagai dasar hukum, karena perkara ini adalah sengketa pembagian harta
waris, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 184
K/AG/1996 tanggal 27-5-1998, semua ahli waris harus dijadikan pihak dalam
gugatan tersebut.” Dengan pertimbangan bahwa anak bernama Wuri Lita
Lailatul Muklisoh umur 16 tahun sebagai ahli waris dari Siti Musibah tidak
terwakili kepentingannya dalam gugatan ini, maka majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Surabaya menyatakan gugatan ini sebagai gugatan yang cacat formal
karena kurang pihak atau p/urium litis consortium.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya
mengabulkan eksepsi dari pembanding (semula tergugat). Maka gugatan
penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat

diterima (niet onvankelijk verklaard). Kemudian membatalkan putusan

2 bid.



Pengadilan Agama Jombang nomor : 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg, tanggal 10
Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 H. Di lain
pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara
harus dibebankan kepada Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang

dikalahkan.?!

2 Ibid., 6.
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ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR:
762/PDT.G/2010/PA.JBG OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA NOMOR: 94/PDT.G/2011/PA.SBY TENTANG
PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PERKARA
PEMBAGIAN HARTA WARIS

A. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:

762/Pdt.G/2011/PA.Jbg tentang Plurium Litis Consortium dalam Perkara
Pembagian Harta Waris

Menurut prinsip-prinsip pembuatan gugatan, setiap orang yang akan
mengajukan gugatan ke pengadilan dituntut teliti dan cermat dalam
memformulasikan gugatan. Hal ini karena ketidakcermatan dan kurang teliti
dapat menjadikan gugatan cacat formil sehingga tidak dapat diterima.

Selain itu, penguasaan terhadap hukum materiil dan formil yang
berlaku di Pengadilan Agama juga menjadi hal yang urgen, sebab kedua
elemen tersebut sangat menentukan ditolak atau diterimanya suatu gugatan.'
Tidak hanya para pihak yang hendak berperkara, seorang hakim sebagai
pejabat penegak hukum juga diharuskan memahami dengan mendalam

peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jangan sampai

'Abdul Manan, Pencrapan Hukum Acara perdata Di lingkungan Peradilan Agama,

(Jakarta: Kencana, Cet.V, 2005), 22-23.
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kealpaan hakim memahami hukum formil maupun materiil itu merugikan para
pihak yang berperkara di pengadilan.

Dalam meminimalisir ketidaksempurnaan gugatan dalam proses
beracara di pengadilan, hakim juga aktif memberikan bantuan dan nasehat
mengenai pembuatan gugatan secara baik dan benar agar diterima di
pengadilan. Oleh sebab itu asas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan
dapat tercapai sehingga takkan banyak lagi terjadi pengulangan gugatan
karena putusan NO (Nietontvankeljke Verklaard).?

Pokok masalah dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:
762/Pdt.G/2010/PA. Jbg tentang gugatan kurang pihak (plurium litis
consortium) dalam pembagian harta waris yang diteliti kali ini adalah
mengenai tidak disebutkannya anak perempuan yang masih di bawah umur
sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam gugatan. Tidak disebutkannya anak
perempuan yang masih di bawah umur tersebut berpengaruh pada gugatan,
sehingga menjadi cacat formil.

Gugatan penggugat pada pokoknya adalah tentang harta waris Siti
Musibah berupa sebidang tanah sawah dengan Letter C Nomor 424 Persil 44
S, Kelas desa II, seluas 180 RU yang terletak di Dusun Plembon, Desa
Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang dan sebidang tanah
sawah dengan Letter C Nomor 515 Persil 4 S, Kelas desa II, seluas 137,25

RU yang terletak di Dusun Sugihwaras, Desa Mojokrapak, Kecamatan

2 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, (Jakarta: Pustaka
Kartini, 1997), 69.
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Tembelang, Kabupaten Jombang, yang mana penggugat merasa diabaikan
haknya dan dikuasai oleh pihak tergugat.

Pembahasan mengenai cksepsi (tangkisan) dalam gugatan waris ini
semata-mata tidak bertujuan untuk mengabaikan pokok perkara berupa
pembagian harta waris. Kemudian dalam gugatannya, penggugat tidak
mendudukan Wuri sebagai pihak yang berdiri sendiri, tetapi diwakilkan pada
saudara perempuannya. Hal itu dengan alasan sudah lama ikut dan tinggal
bersamanya, serta khawatir tidak berpihak kepada Sarman Hadi. Pasal 47
ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan
bahwa anak yang masih belum mencapai umur delapan belas tahun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang
tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua
mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar
pengadilan.

Sedangkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
menyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia,
maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum
dipangku olebh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah
dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya. Dari konsep perwalian
tersebut, sudah jelas seharusnya Wuri berada di bawah perwalian Sarman
sebagai orang tua yang masih hidup, kecuali telah ada keputusan pengadilan
yang mencabut perwalian tersebut. Lalu absahkah perwalian oleh saudara

perempuan kandungnya?.
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Pada proses persidangan, khususnya sebelum pemeriksaan pokok
perkara, melalui surat jawaban atas gugatan, para tergugat menyampaikan
eksepsi kepada majelis hakim Pengadilan Agama Jombang. Di dalam eksepsi
tersebut salah satunya menyatakan bahwa Wuri tidak dijadikan pihak yang
berdiri sendiri sehingga gugatan ini cacat formil lantaran kurang pihak.
Namun majelis hakim menolak eksepsi tersebut dengan dalil bahwa gugatan
sudah tepat, bukan kesalahan formil, karena Wuri telah diasuh dan dipelihara
oleh kakak kandungnya, serta esensi dari gugatan harta waris ini adalah
mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.

Dari penolakan eksepsi oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Jombang, terkandung Sebuah pemahaman. Pemahaman tersebut yakni bahwa
majelis hakim secara tidak langsung menyetujui perwalian anak perempuan di
bawah umur oleh saudara perempuannya yang telah lama mengasuh setelah si
Ibu meninggal dunia.

Sebenarnya ketika mengacu pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 perkawinan dan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata,
ada sebuah celah legalitas perwalian oleh selain orang tua, yakni setelah ada
pencabutan perwalian dan keputusan pengadilan mengenai penunjukan wali.
Namun, dalam proses persidangan ini, tidak dijumpai bukti tertulis berupa
akta otentik yang menunjukan legalitas perwalian oleh saudara perempuan.
Meski demikian, atas pertimbangan dalam penolakan eksepsi di atas Majelis
Hakim Pengadilan Agama Jombang tetap melanjutkan proses pemeriksaan ke

pokok perkara.
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Jika ditelisik lebih mendalam, Wuri sebagai anak perempuan, ketika
gugatan diajukan dia berumur 16 tahun dan ketika dibanding ke Pengadilan
Tinggi, umurnya 17 tahun. Maka ditinjau dari pasal 330 ayat 1 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (belum dewasa adalah mereka yang belum
mencapai umur genap dua puluh satu tahun...), pasal 50 ayat 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ( anak yang belum
mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak
berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali) dan
pasal 107 Kompilasi hukum Islam (Perwalian hanya terhadap anak yang
belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan
perkawinan)’, dia dikategorikan sebagai anak yang belum cakép hukum
(belum dewasa). Dengan konsekuensi tidak bisa melakukan perbuatan hukum
dan harus diwakili oleh walinya.

Meski ada sedikit perbedaan mengenai kisaran batas usia dewasa
(Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam 21
tahun, sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
18 tahun), akan tetapi tidak mereduksi pemahaman bahwa Wuri adalah anak
di bawah umur dan belum cakap hukum. Dalam hukum Positif Indonesia

khususnya yang berlaku di lingkungan peradilan agama, anak yang belum

3Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,
1994), 109.
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cukup umur (tidak cakap hukum) diwakili oleh orang tuanya yang masih
hidup dalam tindakan di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal itu sesuai dengan pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini dipertegas pula dengan Pasal
345 Kitab Undang-undang Hukum perdata bahwa anak yang belum dewasa
dipangku oleh orang tua yang hidup terlama jika salah satunya meninggal,
kecuali ada pencabutan perwalian. Perwalian dari orang tua ini juga bisa
dicabut oleh pengadilan, dalam arti dipindahkan karena orang tua yang
memangku kewajiban perwalian anaknya yang masih di bawah umur itu lalai
melakukan kewajibannya atau berperilaku buruk sesuai dengan Pasal 53
Undang-undang No 1 tentang Perkawinan, pasal 109 Kompilasi Hukum Islam
dan pasal 382 Kitab Undang-undang hukum perdata.

Maka mengacu pada uraian pasal di atas, seharusnya Wuri berada di
bawah perwalian Sarman Hadi sebagai orang tuanya yang masih hidup,
hingga ada pencabutan perwalian oleh pengadilan. Fakta hukum dalam
persidangan, penggugat tidak memberikan bukti otentik tentang pencabutan
yang mengakibatkan perpindahan perwalian. Maka sudah semestinya
perwalian oleh saudara kandung perempuan meski telah mengasuh dan lama
tinggal bersama adalah alasan yang tidak sesuai dengan hukum dan
perundang-undangan. Hal itu karena saudara perempuan tidak punya
kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, karena perkara ini adalah
gugatan waris, maka mengacu pada yurisprudensi sebagai salah satu sumber

hukum acara peradilan agama yakni, yurisprudensi Mahkamah Agung RI
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Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998, maka semua ahli waris harus
dijadikan pihak dalam gugatan tersebut.

Ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan tersebut luput dari
perhatian majelis hakim pengadilan agama Jombang. Oleh karena itu, jelas
bahwa gugatan yang diajukan oleh Sarman Hadi itu cacat formil, yakni
kurang pihak (p/urium litis cosnsortium), karena Wuri tidak dijadikan pihak
yang berdiri sendiri sebagai subyek pemegang hak di pengadilan. Seharusnya
berbekal ketelitian dan pemahaman mengenai sumber hukum acara perdata di
peradilan agama, hakim mengabulkan eksepsi dari para tergugat karena telah
diajukan bersama dengan jawaban pertama atas pokok-pokok perkara, sesuai
dengan pasal 136 HIR dan 162 RBg dan diputus dengan putusan tidak dapat
diterima.

Dari pemaparan di atas, dapat dimengerti bahwa penolakan majelis
hakim terhadap eksepsi dari para tergugat itu tidak sesuai dengan makna
yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut : pasal 47 Undang-undang
nomor 1 Tahun 1974, pasal 107 kompilasi hukum Islam dan pasal 345 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, putusan pengadilan
Agama Jombang mengenai penolakan eksepsi hingga pemeriksaan pokok
perkara sampai dengan putusan, dirasa kurang tepat dan kurang sesuai,
karena kurang mempertimbangkan pasal-pasal yang disebutkan di atas. Di
samping itu putusan tersebut dinilai lalai menerapkan ketiga pasal yang

disebutkan diatas sebelumnya.
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B. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
94/Pdt.G/2011/PTA.Sby Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama
Jombang Tentang Plurium Litis Consortium Dalam Perkara Pembagian Harta
Waris

Atas putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:
762/Pdt.G/2010/PA.Jbg para pembanding (semula tergugat) yang merasa tidak
mendapatkan hak sebagaimana mestinya, mengajukan permohonan banding ke
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Setelah membaca dan mempertimbangkan apa yang diputuskan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang, dalam putusan bandingnya
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki pendapat lain
tentang gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium) dalam pembagian
harta waris. Semua itu tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi

Agama adalah:

a. Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
menyatakan bahwa orang tua mewakili anaknya yang masih di
bawah umur dalam tindakan di dalam dan luar pengadilan.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 184 K/AG/1996
tanggal 27-5-1998 yang mencantumkan bahwa dalam gugatan waris,
semua ahli waris harus dijadikan pihak yang berperkara.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengeluarkan putusan yang

isinya sangat berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan
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Agama Jombang. Ada perbedaan yang begitu mendasar mengenai eksepsi
karena gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) menurut Hakim
Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan pasal 47 ayat 2
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki pandangan lain mengenai
eksepsi karena gugatan kurang pihak dalam perkara yang sebelumnya telah
diajukan ke Pengadilan Agama Jombang. Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby menilai eksepsi dengan alasan Wuri
tidak dijadikan pihak yang berdiri sendiri dan tidak diwakili oleh Sarman Hadi
sebagai wali yang absah menurut undang-undang menjadi dasar dan bukti
bahwa eksepsi tersebut dapat diterima lantaran di dalam gugatan terdapat
plurium litis consortium. Sebaliknya, putusan Pengadilan Agama Jombang
nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg, justru tidak mengabulkan eksepsi tersebut.

Para tergugat menyatakan dengan absennya Wuri dalam gugatan
sebagai pihak yang berdiri sendiri dan tidak diwalikan pada Sarman Hadi
adalah fakta hukum bahwa gugatan cacata formil (kurang pihak). Hakim
tingkat pertama berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima
sebagai alasan eksepsi, sebab majelis hakim berpendapat bahwa esensi dari
pengajuan gugatan ini adalah mengenai penetapan ahli waris dan pembagian
harta waris. Sedangkan hakim tingkat banding berbeda pendapat tentang hal
tersebut, absennya Wuri tersebut membuktikan bahwa benar terjadi kurang
pihak dalam gugatan tersebut, yang dengan kurang pihak ini dikategorikan

bahwa gugatan ini mengandung cacat formil.
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Hal ini juga dikuatkan dengan penegasan dari salah satu hakim anggota
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara banding ini. Dia
menyatakan bahwa hak perwalian anak oleh orang tua yang hidup terlama
adalah mutlak, sampai ada pencabutan perwalian. Adapun selama proses
persidangan, para pihak tidak memberikan keputusan pengadilan mengenai
pencabutan perwalian atau penunjukan perwalian pada saudara perempuan.’
Sehingga menjadi kuat kewajiaban perwalian oleh Sarman Hadi lantaran telah
tertutup celah berupa tiadanya pencabutan perwalian.

Dari dua perbedaan pandangan ini, majelis hakim Pengadilan Jombang
menganggap absah perwalian oleh saudara kandung tanpa landasan hukum
yang jelas, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama justru menimbang bahwa hal
tersebut merupakan sebab gugatan kurang pihak, karena perwalian oleh |
saudara kandung tidak absah sebelum ada pencabutan atau perpindahan
perwalian. Oleh karena itu, saudara perempuan sama sekali tidak punya
kapasitas mewakili lantaran Sarman Hadi sebagai orang tua yang masih hidup
terlama adalah wali yang absah.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memasukan dalam
pertimbangan hukumnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998. Pertimbangan ini kian
menguatkan bahwa gugatan dari Sarman Hadi cacat formil berupa kurang
pihak lantaran Wuri sebagai ahli waris tidak dijadikan pihak pembawa hak

yang berdiri sendiri dengan perwalian yang absah menurut undang-undang.

4 Muhammad Najdib, Wawancara, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 5 Juni 2012.
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Melihat dari dasar hukum yang dipakai di atas, nampaknya Hakim
Pengadilan Agama Jombang lalai dan kurang teliti dalam menggunakan dasar
mengenai perwalian, anak tak cakap hukum yang diatur oleh hukum positif
Indonesia. Semua itu tercantum secara spesifik dalam Undang-undang Nomor
I tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama menggunakan dasar hukum Pasal 47
ayat 2 Undang-Undang Nomorl Tahun 1974 lalu dihubungkan dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 184 K/AG/1996
tanggal 27-5-1998. Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang
menyatakan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala sesuatu
perbuatan hukum di dalam dan di lvar Pengadilan, memberikan pengertian
bahwa seharusnya Wuri di bawah perwalian Sarman Hadi sebagai wali yang
absah.

Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam interpretasi
terhadap pasal di atas, maka tidak menyertakan anak yang masih dalam
kekuasaannya dalam gugatannya karena sejak lama anak tersebut telah diasuh
oleh saudara kandungnya sehingga cukup diwakili oleh saudara kandungnya,
bukanlah alasan yang benar menurut hukum. Hal itu karena saudara kandung
sama sekali tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mewakili kepentingan
saudaranya yang masih di bawah umur baik di dalam maupun di luar
pengadilan. Dengan catatan, sepanjang orang tua si anak masih hidup kecuali

ada putusan pengadilan yang memberi hak kepada saudara kandung untuk
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mewakili saudaranya. Realita tersebut adalah fakta hukum yang kian jelas
bahwa cacat formil pada gugatan sudah tidak dapat diragukan sehingga
eksepsi harus diterima tanpa melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara.

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 345 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, yang meski tidak dijadikan dasar hukum oleh Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, namun esensinya sama, yaitu:

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunmia, maka
perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum
dipangku oleh orang tus yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah
dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah sesuai
dengan pasal 136 HIR dan 162 RBg dalam menerima eksepsi tersebut. Kedua
pasal itu menyatakan sebagai berikut: “Sanggahan-sanggahan yang
dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim,
tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah
melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok
perkaranya”. Secara umum hal tersebut sesuai dengan sistem pengajuan
eksepsi di dalam hukum acara perdata, yaitu yang mengatur bahwa eksepsi di
luar kompetensi absolute diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama
atas gugatan dan tidak boleh dipisah-pisah.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, meski telah menguras
tenaga, pikiran dan materi para pihak, ketidaktelitian dalam menerima eksepsi

oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang menjadikan putusan akhir
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tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan dibatalkan oleh Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya lantaran cacat secara formil. Berbeda dengan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengabulkan eksepsi, tanpa
berlama-lama, proses persidangan dapat diakhiri dengan tidak menyentuh
pokok perkara sama sekali.

Seorang hakim memeliki kelonggaran dan bebas dari segala
kepentingan dalam melaksanakan fungsi peradilan, seorang hakim juga berhak
melakukan jjt/had dalam masalah yang ditanganinya.’ Namun hendaknya hati-
hati, teliti dan cermat dalam memahami sumber-sumber hukum baik dari
undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga
dalam menegakkan hukum para hakim dapat maksimal dan menjujung tinggi
keadilan.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang menolak
eksepsi para tergugat yang mempertahankan hak warisnya, karena esensi
gugatan adalah penetapan ahli waris dan pembagian harta waris. Sedangkan
dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain,
yaitu eksepsi dikabulkan, sehingga dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya tersebut secara otomatis putusan Pengadilan Agama Jombang
dibatalkan.

Dengan pembatalan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya maka para pembanding tetap mempertahankan hak warisnya meski

diklaim menguasai oleh terbanding dan tidak menghiraukan terbanding

5 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, (Jakarta: Kencana,
2007), 62.
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sebagai ahli waris. Maka untuk mengajukan tuntutan hak, dituntut cermat
dalam formulasi gugatan sehingga putusan pengadilan tidak dibatalkan
lantaran cacat formil. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya lebih tepat dan lebih sesuai dengan aturan yang berlaku di negara
ini.

Namun yang perlu menjadi autokritik penulis dalam putusan banding di
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah lagi-lagi Wuri sebagai anak yang
tidak cakap hukum dan seharusnya di bawah perwalian Sarman Hadi sebagai
wali yang sah, masih diwakilkan oleh saudara perempuannya. Menyikapi fakta
hukum tersebut, maka terbuka peluang bagi terbanding yang tidak puas
dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama dapat mengajukan
upaya hukum selanjutnya agar mendapat keadilan. Hal ini karena dari
rangkaian sumber hukum acara perdata yang sudah dipaparkan sebelumnya
memberi pemahaman bahwa gugatan kurang pihak menjadi peluang cacatnya
suatu tuntutan hak sehingga putusan berupa tuntutan tidak dapat diterima.

Dalam masalah pembagian harta tersebut memang dituntut ketelitian
dalam mengkaji dan memahami hukum normatif yang berlaku di Indonesia
terkini. Jangan sampai keinginan untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan
biaya ringan mengabaikan kejelian hakim dalam menangkap fakta hukum lalu
dikonteskan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Di samping itu, asas hakim aktif membantu para pihak dalam
memformulasikan gugatan menjadi kian penting perannya. Semua itu perlu

diwujudkan agar tercipta keadilan tanpa dibanjiri oleh putusan
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Nietontvankeljke Verklaard (tidak dapat diterima) yang menjadi indikasi
bahwa hakim mengaplikasikan asas tersebut. Lebih jauh, meski ada kuasa
hukum yang kerap disewa dan mewakili klien di muka pengadilan, serta
notabenenya paham hukum formil dan materiil, seharusnya tidak
menimbulkan keengganan pada hakim untuk aktif memberi masukan dan

nasehat dalam formulasi gugatan.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dalam memutus perkara No. 94/Pdt.G/2011/Pta.Sby yang
membatalkan  putusan  Pengadilan Agama  Jombang  No.
762/Pdt.G/2010/PA.Jbg, ialah menggunakan dasar hukum Pasal 47 ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998 tentang keharusan
menjadikan semua ahli waris sebagai pihak dalam gugatan waris.
Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang menggunakan
pendapat majelis hakim yang menyatakan gugatan sudah tepat, bukan
kesalahan formil, karena Wuri telah diasuh dan dipelibara oleh kakak
kandungnya, serta esensi dari gugatan harta waris ini adalah mengenai
penetapan ahli waris dan pembagian harta waris tanpa berlandaskan dalil
hukum perundang-undangan yang jelas. Karena lalai dalam
mempertimbangkan ketentuan mengenai perwalian anak di bawah umur
dan yurisprudensi mengenai gugatan waris, maka putusan Pengadilan
Agama Jombang dibatalkan.

Menurut Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Y urisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-

5-1998 ketika seorang anak yang masih di bawah umur (tidak cakap

80
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hukum) bertindak di muka pengadilan maka ia harus diwakili oleh
walinya, yakni orang tua yang terlama hidup, saat salah satu dari kedua
orang tua meninggal schingga hak dan kewajibannya sebagai subyek
hukum terwakili, lebih-lebih dalam gugatan waris, serta perwalian oleh
saudara perempuan absah tanpa adanya satu keputusan dari pengadilan
yang menyatakan pencabutan wali dan penetapan wali yang baru.
Merujuk dari pasal-pasal tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang

lebih tepat.

B. Saran

1.

Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam
memahami undang-undang yang berlaku, meskipun mungkin berpedoman
pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sebaiknya hakim juga lebih
optimal dalam aktif memberi bantuan hukum, karena meski didampingi
oleh kuasa hukum, namun tidak menutup kemungkinan kesalahan-
kesalahan yang menimbulkan cacat formil terjadi. Dengan demikian,
maka diharapkan para hakim mempunyai suatu usaha yang maksimal
dalam memutuskan suatu perkara di lingkungan Peradilan Agama
sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak.

Setiap orang yang akan mengajukan gugatan, hendaknya lebih teliti
dalam membuat gugatan tersebut, agar gugatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterima oleh

pengadilan.
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